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PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Tgt
Z AR N 2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara itsbat nikah/pengesahan

nikah antara:

GANI RAHMAN BIN HADERANI HAKIM, NIK 6309110812950002, tempat dan
tanggal lahir, Jaro, 08 Desember 1995 / umur 29 tahun, agama
Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
RT.003, Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam,
Kabupaten Paser, dengan alamat domisili elektronik

adyaa8549@gmail.com,, sebagai Pemohon I;

NORHAYATI BINTI FAUZI MULYANI, NIK 6401075211960001, tempat dan
tanggal lahir, Batu Butok, 12 November 1996 / umur 28 tahun,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di RT.003, Desa Batu Butok, Kecamatan
Muara Komam, Kabupaten Paser, dengan alamat domisili

elektronik adyaa8549@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

19 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah

Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara  Nomor
53/Pdt.P/2025/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal

19 Januari 2023 di rumah orang tua Pemohon Il di RT.003, Desa Batu Butok,
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Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, dengan wali nikah adalah ayah
kandung Pemohon Il bernama FAUZI MULYANI BIN ALI, yang ijab kabulnya
diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama MAHIS beragama Islam dan
dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu
rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing
bernama MAJI dan ALI keduanya beragama Islam dan Dewasa,;

2. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus kawin dengan dengan DEWI
AULIA RAMADHANTI BINTI RAKHMANI, namun sekarang telah resmi
bercerai sebagaimana akta cerai nomor 0100/AC/2023/PA.Tjg tanggal 04 April
2023 dan Pemohon Il berstatus janda cerai dengan mantan suami bernama
ADITYA MUHAMMAD RAMADHAN BIN ZAINAL A. HUSNI, sebagaimana akta
cerai nomor 139/AC/2022/PA.Tgt tanggal 27 April 2022;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun
semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang
masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan
sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan
pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan
perkawinan para Pemohon;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama
ADEENA MIKAYLA BINTI GANI RAHMAN, lahir di Paser pada tanggal 15
September 2023;

3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak melaporkan pernikahannya ke
Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak
mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan
setempat, dikarenakan pada saat itu Pemohon | belum resmi bercerai secara
negara, sehingga seluruh keluarga sepakat untuk menikah siri terlebih dulu;

4. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk

penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
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5. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai
berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (GANI RAHMAN BIN
HADERANI HAKIM) dengan Pemohon I1l, (NORHAYATI BINTI FAUZI
MULYANI) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2023 di RT.003, Desa
Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan perkara
permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan
pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari
terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu
tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama
Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat
Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah
hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah
menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
namun tidak hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut
tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-
sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai
pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan
gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon,
maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan
demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan
membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Menyatakan perkara Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tgt, tanggal 19
Februari 2025 gugur;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
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Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan
tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Fariz Prasetyo Aji, S.H. sebagai Ketua
Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.l. dan Mochamad Firdaos, S.H.l. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hijerah S.H, S.H.| sebagai
Panitera, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Fariz Prasetyo Aji, S.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,
ttd ttd
H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.l. Mochamad Firdaos, S.H.l.
Panitera,
ttd

Hijerah S.H S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara . Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan . Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan . Rp. 0,00
5. Biaya Redaksi . Rp. 10.000,00
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6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
JUMLAH : Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).
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